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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 
beberapa penyesuaian menjadi berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B be ب
 Ta T te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D de د
 (Żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R er ر
 Za Z zet ز
 Sin S es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع
 Gain G Ge غ




 Qaf Q Ki ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ
 Nun N En ف
 Wawu W We ك
 Ha H Ha ق
 Hamzah ' Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
 
2. Vokal 
1) Vokal tunggal (monoftong) 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 
fatḥah A A 
 
Kasrah I I 
 
ḍamah U U 
 
Contoh: َََكتَب -kataba   َيَْذَهب - yażhabu 
  su'ila –س ئِلََ   fa„ala- فَعَلََ 
2) Vokal rangkap (diftong)  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 Fatḥah dan ya Ai a dan i يْْ
 Fatḥah dan وْْ
wawu 
Au a dan u 
 Contoh: ََْكْيف - kaifa   ََْهْول – haula 
 
  َ 
  َ   َ 
  َ  





Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 





fatḥah dan alif 
 
Ā 




Kasrah dan ya 
 
Ī 












 qīla - قِْيلَْ   qāla - قَالَْ
 yaqūlu – يقول   ramā -َرمى
4. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 
1) Ta  marbūṭah hidup 
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 
contoh: 
 Rauḍah al-Aṭfāl ركضة األ طفاؿ
 al-Madīnah al-Munawwarah املدينة املنورة
 Ṭalḥah طلحة
 
  َ 




5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
 rabbanā -ربّناْ
ل  nazzala –نزَّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyyah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang diikuti 
oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 
/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 
kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung atau hubung. 
Contoh: 
 al-rajulu - الرجل
 al-qalamu -   القلم
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di 







Hamzah di awal اكل Akala 
Hamzah di tengah أتخذكف ta‟khuz|ūna 
Hamzah di akhir الّنوء an-nau‟u 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka 
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa 
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan 
kata ini dengan perkata. 
Contoh: 
 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  : كاف هللا هلو خريالرازقني
 fa aufū al-kaila waal-mīzan :              فاكفوا الكيل كامليزاف
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini 
huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. 
Contoh:   
 .Wa māMuḥammadun illā rasūl ماحمد اال رسو ؿك 












KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAS{LAH}AH MURSALAH 
STUDI ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013  
 
ABSTRAK 
Dwi Amri Fahrurozi 
1522302048 
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 
Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam menjalani perjalanan hidup. 
Kualitas sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon 
pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. kursus pra nikah yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui surat edaran Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan 
cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup 
berumah tangga. Program kursus pra nikah ini menjadi sangat penting dan vital bagi 
pasangan calon pengantin untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta 
kemaslahatan rumah tangga. Penulis melihat kursus pra nikah secara jelas tidak 
diatur dalam nas{ baik yang mengakui atau menolaknya. Untuk itu, penulis merasa 
perlu untuk melakukan kajian secara mendalam Peraturan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Kursus Pra Nikah dalam perspektif mas{lah{ah mursalah. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan 
deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan dekomentasi 
dan teknis analisis yang digunakan adalah conten analisis. Serta menjadikan 
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor: DJ.II/542 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer, 
buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta 
sumber-sumber lain yang masih berhubungan sebagai bahan sekunder. 
Hasil penelitian ini, kursus pra nikah dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam 
Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai upaya menciptakan keluarga saki>nah dengan 
memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan 
kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin, nilai kemaslahatan dengan 
memberikan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi 
ataupun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. 
Masalah kursus pra nikah tidak ditemukan dalam nas{{ mapun ijma‟ baik yang 
mendukung atau menolaknya dan sesuai dengan syarat-syarat maslahah mursalah 
yakni bersifat hakiki, umum dan tidak bertentangan dengan nas}. Dengan kursus pra 
nikah akan memberikan perlindungn terhadap hifẓ an-nasl (menjaga keturunan). 
Kursus pra nikah juga termasuk dalam tingkatan maslahah ha>jiyyah karena kursus 
pra nikah bukan kebutuhan pokok dan jika tidak ada maka hanya akan terjadi 
kekurangan dan kesulitan dalam membina keluarga.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, 
karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, 
perkawinan juga mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia dan 
hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama 
mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.
1
 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat 
jelas menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara 
seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal ini menegaskan bahwa 
tujuan perkawinan bukanlah kontrak keperdataan biasa, melainkan suatu 
perjanjian suci dan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi 
(mi>ts|a>qon ga>li>z{an). Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi 
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai 
kesejahteraan material dan spiritual. Allah SWT berfirman dalam Q.S ar-Rum 
ayat 21  
تِِو أ ْف خ ل ق  ل ك ْم ِمْن أ نْػف ِسك ْم أ ْزك اًجا لِت ْسك ن وا ِإل يػْه ا ك ج ع ل   بػ يػْن ك ْم م و دًَّة ك ر ْْح ًة ِإفَّ ِف ك ِمْن آَي 
ٍت ِلق ْوـٍ يػ تػ ف كَّر كف  ذ َي   ِلك  َل 
Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2
 
                                                             
1
 Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih 
dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29. 
2
 Tim Penyusun al-Qur‟an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah 




Melihat ayat tersebut jelas bahwa dalam hidup manusia memerlukan 
ketenangan dan ketenteraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan 
masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota 
keluarga dalam keluarganya. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat yang 
menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman 
masyarakat yang dibina dengan keharmonisan antara suami dan isteri dalam satu 
rumah tangga. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang di bina dengan 
perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk kenangan dan ketenteraman 
serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.
3
 
Akad nikah adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita 
membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan model karakteristiknya yakni 
saki>nah (sukses materi), mawaddah (tenteram psikologi), dan rah}mah (terjaga 
nilai-nilai teologis).
4
 Namun mengapa kemudian masih banyak keluarga-keluarga 
muslim di Indonesia yang belum sampai kepada visi tersebut dan bahkan dengan 
mudah terjerumus pada praktek-praktek yang dibenci Allah yakni dengan jalan 
perceraian. Karena ada permasalahan perkawinan dan keluarga salah satunya 
disebabkan karena ketidak mampuan suami-istri dalam mengelola kebutuhan 
keluarga maupun membangun hubungan satu sama lain. 
Ahmad Rajafi menambahkan pembinaan moral sangat diperlukan karena 
Islam sendiri menjelaskan bahwa keluarga itu dibangun di atas pondasi kebaikan, 
maka ketika kebohongan, kejahatan, kemaksiatan, dan lain-lain telah tercipta 
                                                             
3
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2003), 
hlm. 31. 
4
 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing, 




sebelum terjadinya perkawinan maka cita-cita baiti jannati dan visi saki>nah, 
mawaddah wa rah{mah  tidak akan pernah terbangun.5 
Berangkat dari keyakinan bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis 
apabila memiliki komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, 
terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan 
agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan keluarga 
sakinah. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik 
buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu 
baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika 
karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada 
lingkungannya dan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah Bangsa.
6
 
Kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan 
upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah.
7
 
Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang 
kehidupan rumah tangga dan keluarga.
8
 Di indonesia angka perceraian rata-rata 
secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari 
peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun.
9
 Untuk mengatasi atau pun 
mengurangi terjadinya krisis perkawinan maka sebab Kursus Pra Nikah bagi 
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 BAB I Lampiran, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 




remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan 
kebutuhan bagi masyarakat. 
Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah, maka diterbitkan 
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Pra 
Nikah ini. Sebagai tertib administrasi dan implementasinya, bagi 
lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara 
kursus pra nikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. 
Maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan kursus pra nikah ini 
dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 
Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus 
Pra Nikah, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga saki>nah, 
mawaddah wa rah{mah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan 
kekerasan dalam rumah tangga.
10
  
Lampiran pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah di dalamnya ada 
dua tujuan yang ingin dicapai, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. 
Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga 
saki>nah, mawaddah wa rah{mah melalui pemberian bekal pengetahuan, 
peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan 
keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan 
persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra 
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nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.
11
 Dari sini terlihat jelas bahwa 
kursus pra nikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar 
terwujudnya tujuan dari perkawinan. Sehingga diharapkan dapat mengantisipasi 
terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga 
Dari peraturan ini dapat digali tujuan dibuatnya peraturan kursus pra 
nikah, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram, sehingga tujuan bunyi 
Pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara 
umum. Bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk 
mewujudkan kemaslahatan yang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi 
mereka atau menghilangkan keberatan bagi mereka.
12
 Kekuatan mas{lah}ah dapat 
dilihat dari segi tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum baik secara langsung 
atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta.
13
 
Menurut Mustofa Said al-Khind, mas{lah{ah dilihat dari segi tingkatanya 
dibedakan menjadi tiga, yaitu; pertama disebut dengan mas{lah}ah d{aru>riyyah, 
merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Kehidupan manusia tidak ada artinya apabila salah satu dari 
kelima prinsip tersebut tidak terpenuhi.
14
 Kedua mas{lah}ah h{a>jiyyah, yaitu 
persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan 
kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Ketiga, mas{lah}ah tah{siniyyah, yaitu 
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kemaslahatan yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi 
pekerti serta keindahan. Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat 
memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan 
bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia 
seluruhnya. 
Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwasanya mas{lah{ah mursalah 
adalah hujjah syari‟iyyah yang dijadikan dasar pembentukan hukum yang belum 
dijalaskan hukumnya di dalam nas, ijma‟ atau qiyas.
15
 Dengan disyaratkan 
merupakan kemaslahatan yang bersifat umum yang dapat menolak bahaya bagi 
mereka dan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang 
ada dalam hukum syara‟.  
Namun dikeluarkanya peraturan kursus pra nikah ini menjadi pro dan 
kontra, karena mereka yang tidak setuju dengan menilai bahwa urusan nikah 
merupakan persoalan privat, sehingga pemerintah jangan terlalu mengurusi 
persoalan tersebut. Di sisi lain terbentuknya peraturan ini juga akan membawa 
esensi maslahat yang akan terciptanya kebaikan dan ketenangan dalam kehidupan 
manusia serta terhindar dari hal-hal yang merusaknya dan sesuai dengan tujuan 
perkawinan yang berlaku. 
Melihat permasalahan ini penulis tertarik mengkaji tentang tujuan dan 
kompetensi materi di dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 tentang 
kursus pra nikah, apakah telah memenuhi kriteria persyaratan yang terdapat 
dalam mas{lah{ah mursalah. Karena secara langsung persoalan tentang peraturan 
kursus pra nikah tidak ada dasar secara langsung di dalam al-Qur‟an dan as-
                                                             




Sunah. Sehingga penelitian ini berjudul “Kursus Pra Nikah dalam Perspektif 
Mas{lah}ah Mursalah Studi atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat  Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013” 
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalah pahaman 
dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk 
menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai 
berikut : 
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja 
tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Dalam nomenklatur 
organisasi (diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, 
Dirjen Bimas Islam, nama satuan kerja ini disingkat yang dipimpin oleh 
seorang Direktur Jenderal. Di bawah direktur jenderal terdapat lima manajer 
lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur. Sekretaris yang 
bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat 
kepala bagian dan kepala sub bagian. Sedangkan direktur yang bertanggung 




2. Mas{lah}ah Mursalah  
Mas{lah{ah mursalah adalah sebuah metode istinba>t hukum yang 
dikembangkan oleh ulama usul fikih untuk menggali hukum dari nas. Dalam 
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hal ini akan dirumuskan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: 
DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pra nikah dengan menggunakan metode 
Mas{lah{ah mursalah. 
Mas{lah{ah mursalah menurut Abd Wahhab al-Khallaf adalah maslahah 




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah Bagaimana kursus pra nikah dalam peraturan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif 
mas{lah{ah mursalah ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana kursus pra nikah dari sudut pandang mas{lah{ah 
mursalah 
2. Untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan kursus pra nikah bagi usia nikah 
dengan kursus pra nikah di Indonesia. 
Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya yaitu: 
1. Menjadi bahan diskusi bagi semua pihak yang ingin mendalami Peraturan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, khususnya dalam hal 
program kursus pra nikah. 
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2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian 
yang sama. 
3. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat mengetahui cara ataupun 
pentingnya kursus pra nikah yang dibuat pemerintah dalam memberikan 
bimbingan kursus pra nikah kepada masyarakat. 
 
E. Kajian Pustaka 
Berbagai studi tentang kursus pra nikah telah banyak dilakukan. 
Demikian juga studi-studi dengan tema-tema yang membahas kursus pra nikah, 
yaitu dapat penyusun klasifikasikan dalam beberapa kelompok yang akan 
dipaparkan. 
Pertama, penelitian Zulfahmi dalam tesisnya yang berjudul “Urgensi 
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan EsensiI 
Perkawinan (Perspektif Maqa>s{id As-Syari‟ah)” yang kesimpulanya bahwa kursus 
pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maṣlaḥah) dan 
kursus pra nikah merupakan al-maqāṣid at-tābi‟ah (tujuan pengikut) bagi sebuah 
pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya ḥifẓ an-nasl sebagai 
al-maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah 
memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek 
ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan 
kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan h{ifz{ an-nasl dan ḥifẓ al-„irḍ. Di 
mana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan 
adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan 




hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah.
18
 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji 
tentang urgensi kursus pra nikah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini 
mengkaji penyelenggaraan kursus pra nikah dalam perspektif Maqasid Asy-
Syari‟ah, sedangkan penelitian penulis mengkaji peraturan kursus pra nikah 
dalam perspektif mas{lah{ah mursalah. 
Kedua, penelitian Rodlotun Ni‟ma dalam skripsi yang berjudul “Analisis  
Mas{lah{ah Terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk 
Keluarga Saki>nah Mawaddah Warah{mah di KUA Surabaya”. Penelitian ini 
membahas tentang kursus  Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal 
Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Saki>nah 
Mawaddah Wa rah{mah yang dianalisis menggunakan mas{lah{ah. Kesimpulan dari 
penelitian ini salah satunya adalah implikasi atas pelaksanaan kursus calon 
pengantin di KUA Surabaya yaitu memberikan bekal kepada calon pengantin 
tentang ilmu berkeluarga, terbentuknya keluarga saki>nah mawaddah warah{mah 
dan menurunnya angka perceraian.
19
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 
penulis adalah sama-sama menganalisis mas{lah{ah terhadap implementasi kursus 
pra nikah. Adapun perbedaannya penelitian tersebut mengkaji Peraturan Direktur 
Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 untuk membentuk keluarga 
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saki>nah mawaddah warah{mah di KUA Surabaya, sedangkan penelitian penulis 
mengkaji tentang peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/542 
Tahun 2013. 
Ketiga, penelitian Juniarti Harahap dalam skripsi yang berjudul 
“Implemantasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 
Nikah (studi di BP4 dan Arrahman Prewedding Academy)” penelitian ini 
membahas tentang pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam pendidikan pra nikah terhadap BP4 Ciputat yang telah 
mendapat akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan pra nikah dan Arrahman 
Prewedding Academy yang merupakan lembaga swasta (independent).
20
 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama 
mengkaji tentang peraturan Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam 
nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. 
Adapun perbedaannya penelitian ini studi di BP4 dan Arrahman prewedding 
academy, sedangkan penelitian penulis mengkaji peraturan tersebut 
menggunakan usul fikih yaitu dengan metode mas{lah{ah mursalah. 
Beberapa karya yang cukup lengkap membahas tentang sumber-sumber 
hukum Islam dan metode-metode pengambilan hukum antara lain usul fikih 
karya Wahbah az|-Z|uha>ili>, Amir Syarifuddin, Abdul Wahhab Khalaf, Abu 
Zahrah, M. Ma‟sum Zein, Rachmat Syafe‟i. 
                                                             
20
 Juniarti Harahap, “Implemantasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (studi di 
BP4 dan Arrahman Prewedding Academy)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). diambil dari: 




Dari penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara khusus 
meneliti tentang putusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam tentang Kursus pra 
nikah perspektif mas}lah{ah mursalah dalam bentuk laporan penelitian. Oleh 
karena itu penelitian ini menemukan relevansinya untuk dilakukan. 
 
F. Metode Penelitan 
Pada Sub bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan 
dalam penalitian ini, antara lain meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), 
yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis 
data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-
periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, 
kisah-kisah sejarah, dokumen-dokemen dan materi perpustakaan yang dapat 
dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini.
21
  
2. Sumber Data 
Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua 
data dalam penelitian ini berumber dari data-data kepustakaan. Adapun 
sumber data dapat dikelompokkan menjadi : 
a. Sumber Primer 
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Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung 
dengan obyek penelitian.
22
 Dalam hal ini, Peraturan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan buku Ushul Fiqh karya 
Abdul Wahhab Khalaf dan buku Metodolagi Pembaharuan Hukum Islam 
merupakan data utama/primer yang akan memberikan data kepada 
penyusun secara langsung. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak 
lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal 
ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang 
menunjang penelitian ini yang membahas tentang kursus pra nikah dalam 
Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 
perspektif mas}lah{ah mursalah 
3. Teknik Pengumulan Data 
Penelitian yang dilakukan dalam penelitia ini adalah penelitian 
kepustakaan (library Research) maka penulis menggunakan metode 
dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah 
mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, 
surat kabar, dan sebagainya.
23
 Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan 
adalah yang berkaitan dengan kursus pra nikah dalam Direktur Jenderal 
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Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif mas}lah{ah 
mursalah. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
content analysis. Conten analysis merupakan metode yang digunakan  untuk 
menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang 
dilakukan secara sistematis dan obyektif.
24
 Teknik ini penulis gunakan untuk 
mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang 
penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut 
untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat  mengemukakan kesimpulan, agar 
penulis dapat melakukan telaah terhadap kursus pra nikah dalam Direktur 
Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif mas}lah{ah 
mursalah. 
 
G. Sitematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka 
penulis susun dengan sistematika yang tersusun dari lima sub bab, dengan 
sebagai berikut: 
Bab I, berisi Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II, memuat konsep perkawinan dan teori mas{lah{ah mursalah. 
Penyusun akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan konsep 
perkawinan, seperti tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan. Teori 
mengenai mas{lah{ah mursalah, memuat: definisi mas{lah{ah mursalah, tingkatan 
mas{lah{ah mursalah, syarat-syarat mas{lah{ah mursalah, pembagian, perkembangan 
mas{lah{ah mursalah, pandangan para ulama terhadap mas{lah{ah mursalah. 
Bab III kursus pra nikah dalam Direktur Jenderal Bimbingan Islam 
Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, memaparkan kursus pra nikah hingga aspek-
aspek di dalamnya yang terdapat dalam Direktur Jenderal Bimbingan Islam 
Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana 
sejarah dan perkembangannya yang penyusun peroleh dari tulisan-tulisan yang 
terkait dengan kursus pra nikah.  
Bab IV, dalam bab ini berisi analisis pasal-pasal yang terdapat dalam 
Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang 
penyelenggaraan kursus pra nikah dengan metode mas{lah{ah mursalah. 
Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat 











Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya setelah melakukan 
analisis tujuan dan materi yang ada dalam Peraturan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 
Kursus Pra Nikah dengan pendekatan mas{lah{ah mursalah, secara garis besar 
dapat disimpulakan: 
1. Kursus pra nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengandung kemaslahatan dengan cara 
pemberian pembekalan berupa pengetahuan kepada para calon pengantin 
tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga, dengan adanya pembekalan 
tersebut diharapkan ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga 
dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka 
penceraian. Peraturan kursus pra nikah juga masuk kategori mas{lah{ah 
mursalah hal ini dikarenakan Kursus pra nikah merupakan langkah preventif 
atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan 
berumah tangga kepada remaja usia nikah dan calon pengantin yang nantinya 
dan hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep 
mas{lah{ah mursalah yang secara eksplisit syari‟ tidak mensyariatkan suatu 
hukum untuk merealisir kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang 
menerima ataupun menolaknya. Apabila dikerjakan akan mendatangkan 




halal namun dibenci oleh Allah dan penceraian juga memberikan dampak 
buruk utamanya bagi psikologi anak. Sehingga diharapkan dengan adanya 
kursus pra nikah yang memberikan pembekalan tentang kehidupan berumah 
tangga pasangan tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan 
baik agar tidak berunjung pada penceraian. 
2. Kursus pra nikah masuk kategori mas}lah}ah ha>jiyyah. Karena kursus pra nikah 
bukan termasuk bagian dari rukun maupun syarat perkawinan. Tetapi kursus 
pra nikah ini lebih berkaitan terhadap akibat yang timbul dan akan sangat 
membantu secara pengetahuan untuk membentuk keluarga bahagia bahkan 
diharapkan sampai pada derajat sakinah. Kekuatan mas}lah}ah dilihat dari 
tujuan syara‟ yang selalu menjadi ukuran dan rujukan dalam menetapkan 
hukum, kursus pra nikah masuk dalam hifz an-nasl atau dapat menjaga 
keturunan, karena perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat 
terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal 
itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi dan dapat menjaga 
kemurnian nasab.  
 
B. Saran 
Melihat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dan sangat penting 
untuk dilaksanakan, diharapkan ini menjadi hal perhatian bagi masyarakat yang 
hendak menikah seyogyanya untuk mengikuti kursus pra nikah dan untuk 
pemerintah agar lebih dipersiapkan lagi dalam menggalakan kegiatan kursus pra 
nikah seperti alokasi dana yang memadai bagi pelaksanaan program kursus pra 




dipenuhi dan juga memberikan ketegasan keikutsertaan calon pengantin untuk 
mengikuti kursus pra nikah. Bila perlu hal ini akan dimasukan ke dalam syarat 
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